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ABSTRAK

J.M.T. SIMATUPANG. Pedoman Perilaku Hakim Sebagai Instrumen
Pengawasan Untuk Membangun Lembaga Peradilan yang Berwibawa di
Indonesia, (dibimbing oleh Soekarno Aburaera, Muzakkir dan Aswanto).

Penelitian ini bertujuan mengetahui (1) relevansi serta eksistensi
Pedoman Perilaku Hakim dan lembaga pengawasan hakim di Indonesia,
(2) pengaruh faktor-faktor internal dan eksternal terhadap penegakan
Pedoman Perilaku Hakim, dan (3) prospek penerapan Pedoman Perilaku
hakim sebagai instrumen pengawasan hakim dalam membangun lembaga
peradilan yang adil dan berwibawa di Indonesia.

Tipe penelitian ini adalah kombinasi antara penelitian kualitatif dan
penelitian kepustakaan, yang dilaksanakan di Inggris, Belanda dan
Perancis. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan kombinasi antara
metode penelitian Sosiologi Hukum (socio-legal research) dan yuridis
normatif yang dimaksudkan untuk mendapatkan keterangan mengenai
sebab-sebab terjadinya gejala yang menyebabkan sehingga diperlukan
Pedoman Perilaku Hakim, lembaga pengawasan maupun upaya-upaya
lainnya untuk menegakkan kehormatan, wibawa dan keluhuran martabat
serta menjaga perilaku hakim. Penelitian ini juga menerapkan pendekatan
perbandingan hukum (comparative law study).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Eksistensi Pedoman Perilaku
Hakim sebagai instrumen pengawasan untuk membangun lembaga
peradilan yang berwibawa di Indonesia belum dapat berfungsi secara
efektif. Pedoman Perilaku Hakim dibutuhkan tetapi tidak cukup untuk
mewujudkan lembaga peradilan yang berwibawa di Indonesia. Terbukti,
sekalipun Pedoman Perilaku Hakim Indonesia telah dirumuskan pertama
kali sejak tahun 1966 dengan Keputusan Nomor 2 Tahun 1966, terakhir
dengan disahkannya Pedoman Perilaku Hakim (PPH) oleh Ketua
Mahkamah Agung pada tanggal 22 Desember 2006, namun hingga saat ini
banyak terjadi pelanggaran Pedoman Perilaku Hakim. Terakhir adalah
pelanggaran Pedoman Perilaku Hakim oleh Ketua Pengadilan Negeri
Jakarta Barat, Khaidir, yang dinyatakan melanggar pasal 3 ayat 1 huruf a
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai
Negeri dan Pasal 5 ayat 18 Keputusan Mahkamah Agung tentang Kode
Etik Hakim, yaitu dengan berinisiatif menghubungi terdakwa Artalyta
Suryani untuk meminta bantuan dana. Artinya, terdapat faktor internal dan
eksternal yang menentukan kepatuhan seorang hakim pada Pedoman
Perilaku Hakim. Penelitian ini menemukan bahwa untuk mewujudkan
peradilan yang berwibawa, kuncinya adalah eksistensi Pedoman Perilaku
Hakim yang tegas, perbaikan kesejahteraan, serta peningkatan integritas
dan intelektualitas hakim, disamping pendekatan alternatif, yaitu
menumbuhkan budaya malu di kalangan hakim.
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ABSTRACT

J.M.T. SIMATUPANG. Judicial Code of Conduct as a Control
Instrument to Build an Authoritative Judiciary in Indonesia, (supervised by
Soekarno Aburaera, Muzakkir and Aswanto).

This research aimed to find out (1) the relevance and existence of
both Judicial Code of Conduct and Judicial Supervisory Body in Indonesia,
(2) the impact of both internal and externalfactors toward the enforcement
of Judicial Code of Conduct, and (3) the enforcement prospect of Judicial
Code of Conduct as a control instrument to build an authoritative judiciary in
Indonesia.

The type of this research is a combination between qualitative
research and literature research, which are conducted in United Kingdom,
Netherlands and France. This research is also combine the socio-legal
research method with juridic-normative method aimed to find out
explanations on the causes of symtomp that causes Judicial Code of
Conduct and Judicial Supervisory Body or other measures necessitated to
build an authoritative judiciary in Indonesia. This research also applies
comparative law approach.

The result of this research shows that the existence of Judicial Code
of Conduct as a control instrument to build an autoritative judiciary in
Indonesia has not been functioned effectively. Such Judicial Code of
Conduct is necessary but not sufficient to build an authoritative judiciary in
Indonesia. It was confirmed that, although the Indonesian Judicial Code of
Conduct has been, for the first time, formulated and taken into force in 1966
with the so called Keputusan Nomor 2 Tahun 1966, and lately, with the
endorsement of Pedoman Perilaku Hakim (PPH) by the Indonesian
Supreme Court Chief of Justice on 22 December, 2006, but until now there
are still many cases of Judicial Code of Conduct infringements. The most
recent case is infringement of Judicial Code of Conductby Chief Justice of
West Jakarta District Court, Khaidir, who is alleged to infringe the provision
of Section 3 Article 1 Letter a of Government Regulation Number 30, 1980
concerning on Civil Servant Dicipline; and, Section 5 Article 18 of the
Supreme Court Decision concerning on Judicial Ethics for Judges, for his
initiative to contact Artalyta Suryani, a suspect in a bribery case, to ask for
fund aid. It means that there are internal and external factors determine the
obedience of a judge to the Judicial Code of Conduct. This research find
out that the keys to build an authoritative judiciary are: the existence of a
strong and assertive Judicial Code of Conduct, improvement of judge’s
welfare, improvement of both judge’s integrity and intelectuallity, besides
the alternative approach to promote a bashful culture among the judges.



HALAMAN KUTIPAN (1)

“The fear of the Lord is the beginning of knowledge” *

Proverbs 1:7

“Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan”

Amsall:7

! New King James Version 1982 Thomas Nelson,Inc., Holy Bible (Alkitab)



HALAMAN KUTIPAN (2)

“Nations fall when judges are injust, because there is

nothing which multitude thing worth defending” 2

Sidney Smith

Sir Alfred Denning, The Road To Justice

“Bangsa akan runtuh manakala Hakim bertindak tidak
adil, karena tidak ada lagi yang layak untuk menjadi

pelindung”

? Sir Alfred Denning, The Road To Justice, Halaman 32
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BAB |

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman di Indonesia dilaksanakan
oleh badan-badan peradilan yang ditetapkan dengan undang-undang
untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan setiap perkara
yang diajukan kepadanya. Ketentuan Pasal 10 Undang-Undang No. 4
Tahun 2004, tentang Kekuasaan Kehakiman ditegaskan bahwa
penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh sebuah
Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan yang berada di bawahnya,
serta oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.! Terdapat lima fungsi Mahkamah
Agung dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman, yaitu:

1. Fungsi Peradilan (justiele functie), meliputi:

a. Menyelenggarakan kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan
negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna
menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi
terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia;

b. Sebagai pengadilan negara tertinggi, Mahkamah Agung merupakan
pengadilan kasasi yang bertugas membina keseragaman dalam
penerapan hukum dan menjaga agar semua hukum dan undang-
undang di seluruh wilayah negara diterapkan secara tepat dan adil;

c. Disamping tugasnya sebagai pengadilan kasasi, Mahkamah Agung

berwenang memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan

! Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 4 Tahun 2004,
Pasal 10 ayat 1



terakhir tentang semua sengketa mengenai kewenangan mengadili
dan permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang
sudah memperoleh kekuatan hukum tetap serta semua sengketa
yang timbul karena perampasan kapal asing dan muatannya oleh
kapal Republik Indonesia berdasarkan peraturan yang berlaku;

d. Hak uji materiel, adalah hak untuk menguji atau menilai peraturan
perundang-undangan di bawah undang-undang tentang hal apakah
suatu peraturan ditinjau dari isinya (materinya) mengandung
pertentangan dengan peraturan di tingkat yang lebih tinggi.

2. Fungsi Pengawasan (toeziende functie), meliputi:

a. Mahkamah Agung melaksanakan pengawasan tertinggi terhadap
jalannya peradilan (rechtsgang) di semua lingkungan peradilan
dengan tujuan agar peradilan (rechtspraak) yang dilakukan
pengadilan-pengadilan  diselenggarakan  dengan  seksama
(nauwkeurig) dan wajar dengan berpedoman kepada asas
peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan;

b. Mahkamah Agung melaksanakan pengawasan terhadap tingkah
laku dan perbuatan para pejabat pengadilan (rechterlijke
ambtenaren) dalam menjalankan tugas yang berkaitan dengan
pelaksanaan tugas pokok kekuasaan kehakiman, yakni dalam hal
menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap
perkara yang diajukan kepadanya;

c. Menyelenggarakan pengawasan atas pelaksanaan tugas pokok
Mahkamah Agung sesuai dengan kebijaksanaan umum Ketua
Mahkamah Agung dan berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

3. Fungsi mengatur (regelende functie), meliputi:

a. Mahkamah Agung dapat mengatur hal-hal yang diperlukan bagi
kelancaran penyelenggaraan peradilan bila terdapat haklhal yang
belum cukup diatur dalam undang-undang tentang Mahkamah
Agung;



b. Mahkamah Agung dapat membuat peraturan acara sendiri
bilamana dianggapnya perlu untuk mencukupi hukum acara yang
sudah diatur undang-undang.

4. Fungsi Penasehat (advieserende functie), meliputi:

a. Mahkamah Agung memberi nasehat atau pertimbangan dalam
bidang hukum, baik diminta maupun tidak kepada Lembaga Tinggi
Negara yang lain;

b. Mahkamah Agung memberi presiden selaku kepala negara nasehat
dalam rangka pemberian atau penolakan grasi;

c. Mahkamah Agung dapat meminta keterangan atau memberi
petunjuk kepada pengadilan dalam hal pengadilan diminta nasehat
hukum oleh lembaga negara lainnya.

5. Fungsi Administratif (administrative functie)

a. Mengatur dan menyusun kebijaksanaan dalam bidang organisasi
dan tata kerja Mahkamah Agung dan semua lingkungan peradilan;

b. Menyelenggarakan kegiatan perumusan Kkebijakan pelaksanaan
dan kebijaksanaan teknis administratif, pemberian bimbingan dan
pembinaan, sesuai dengan kebijaksanaan umum negara dan
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c. Menyelenggarakan pengelolaan atas milik negara yang menjadi
tanggung jawab Mahkamah Agung dan semua lingkungan

peradilan.?

Berdasarkan fungsHungsi Mahkamah Agung dalam menjalankan
kekuasaan kehakiman, terutama fungsi pengawasan bahwa Mahkamah
Agung melaksanakan pengawasan terhadap hakim, maka Mahkamah

Agung berwenang dan wajib melakukan pengawasan terhadap lingkungan

Paulus Effendi Lotulung, Kemandirian Kekuasaan Kehakiman dalam Konteks
Pembagian Kekuasaan dan Pertanggungan Jawab Politik, makalah disampaikan pada
Seminar Hukum Nasional ke VIII dengan tema Reformasi Hukum Menuju Masyarakat
Madani, Jakarta, 12-15 Oktober 1999, halaman 6-9



peradilan di bawahnya.® Adapun, badan peradilan yang berada di bawah
Mahkamah Agung meliputi badan-badan peradilan dalam 4 (empat)
lingkungan, yaitu:
a. Badan Peradilan Umum;
b. Badan Peradilan Agama;

Badan Peradilan Militer;

d. Badan Peradilan Tata Usaha Negara.*

Tegaknya hukum dan keadilan serta penghormatan terhadap
keluhuran nilai kemanusiaan menjadi prasyarat tegaknya martabat dan
integritas negara Indonesia sebagai negara hukum. Hakim sebagai figur
sentral dalam proses peradilan sebagaimana dilaksanakan oleh
Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya serta oleh
Mahkamah Konstitusi sebagaimana tersebut di atas, senantiasa dituntut
untuk mengasah kepekaan nurani, memelihara kecerdasan moral dan
meningkatkan profesionalisme dan kemandirian dalam menegakkan
hukum dan keadilan bagi masyarakat. Putusan pengadilan yang adil
merupakan puncak kearifan bagi penyelesaian permasalahan hukum yang
terjadi dalam kehidupan bernegara. Putusan pengadilan yang diucapkan

dengan irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha

Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 4 Tahun 2004, Pasal
11 ayat 4 menegaskan “Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi atas
perbuatan pengadilan dalam lingkungan peradilan yang berada di bawahnya
berdasarkan ketentuan undang-undang.

4 Ibid., Pasal 10 ayat 2



Esa” menunjukkan kewajiban menegakkan keadilan yang
dipertanggungjawabkan secara vertikal kepada Tuhan Yang Maha Esa’
Untuk mewujudkan penegakan keadilan yang dapat dipertanggung-
jawabkan secara vertikal sebagaimana dimaksud di atas, hakim dituntut
untuk memiliki kkmandirian dalam menjalankan tugas dan kewajibannya.
Kemandirian kekuasaan kehakiman atau kebebasan hakim ini merupakan
asas yang sifatnya universal, yang terdapat dimana saja dan kapan saja’
Asas ini berarti bahwa dalam melaksanakan peradilan, hakim itu pada
dasarnya bebas, yaitu bebas dalam memeriksa dan mengadili perkara
dan bebas dari campur tangan kekuasaan ekstra yudisiil. Suatu kenyataan
yang ada, hukum tidak selalu lengkap, seringkali samar-samar, atau
bahkan hukum tidak ada, apabila dihadapkan dengan peristiwa konkrit

(kasus) yang sedang dihadapi.” Dalam suasana yang demikian, hakim

Pusdiklat Teknis Peradilan, Balitbang Diklat Kumdil MA-RI, Pedoman Perilaku
Hakim (Code of Conduct), Kode Etik Hakim dan Makalah Berkaitan, Mahkamah Agung
RI, Jakarta, 2008, h alaman 3

Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, Aspek-Aspek Perkembangan
Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, Ull Press, Yogyakarta, 2005, halaman 51.

" sudikno Mertokusumo, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum, Cetakan I, PT.

Citra Aditya Bhakti, Jakarta, 1993, halaman 6. Dalam bukunya yang lain, berjudul
Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, Cetakan Il, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 2001,
halaman 37, Sudikno mengatakan: “Kegiatan kehidupan manusia itu sangat luas, tidak
terhitung jumlah dan jenisnya, sehingga tidak mungkin tercakup dalam suatu peraturan
perundang-undangan dengan tuntas dan jelas. Maka, wajarlah kalau tidak ada peraturan
perundang-undangan yang dapat mencakup keseluruhan kegiatan kehidupan manusia,
sehingga tidak ada peraturan perundang -undangan yang lengkap selengkap-engkapnya
dan jelas sejelasjelasnya. Oleh karena hukumnya tidak lengkap dan tidak jelas, maka
harus dicari dan ditemukan”.



tidak diperbolehkan menolak perkara,® hakim harus memeriksa dan
memutus perkara tersebut dengan melakukan penemuan hukum
(interpretasi). Bahkan, kalau perlu menggunakan kaidah-kaidah hukum
yang tidak tertulis.® Hakim dengan inisiatif sendiri, pertimbangan sendiri,
menemukan hukum dan memutus perkara yang dihadapi.™

Mengenai kebebasan atau independensi kekuasaan kehakiman ini
telah ditegaskan dan dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, baik
sebelum maupun sesudah amandemen. Sebelum dilakukan amandemen
terhadap Undang-Undang Dasar 1945, independensi badan peradilan
ditegaskan di dalam penjelasan pasal 24 dan 25. Sedangkan, setelah
perubahan Undang-Undang Dasar 1945 (pemubahan ke-3) independensi
badan peradilan dimuat dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara
Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa :

(1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka
untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum
dan keadilan;

Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 4 Tahun 2004, Pasal
16 ayat 1, menyatakan: “Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili,
dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau
kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”.

Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 4 Tahun 2004, Pasal
28 ayat 1, berbunyi sebagai berikut: “(1) Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan
wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam
masyarakat”.

0 Wiarda, Drie Typen van de Rechtsvindings, W.E.J — Tjeink Willink, Deventer,
1999, halaman 14. Untuk mengatasi kekosongan hukum tersebut, hakim dalam
mengadili perkara mempunyai 3 (tiga) fungsi, yaitu: (1) Hakim sebagai corong undang-
undang; (2) Hakim sebagai penerjemah undang-undang dengan interpretasi; dan, (3)
Hakim menggunakan inisiatif sendiri (pertimbangan sendiri) atau otonom.



(2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah
Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam
lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama,
lingkungan Peradilan Militer, lingkungan peradilan Tata Usaha
Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Bahkan, selain ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara
Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum dan sesudah
amandemen sebagaimana tersebut di atas, seluruh ketentuan perundang-
undangan yang mengatur tentang kekuasaan kehakiman juga
menegaskan adanya kekuasaan kehakiman yang independen.

Sebagai upaya untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Dasar
Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, vyaitu untuk
mewujudkan kekuasaan kehakiman yang independen, telah dilakukan
upaya-upaya untuk menghilangkan pengaruh kekuasaan eksekutif
terhadap independensi kekuasaan kehakiman, diantaranya dengan
ditetapkannya Undang-Undang No.4 Tahun 2004. Undang-undang ini
secara normatif mengatur ketentuan hilangnya segala keikutsertaan
eksekutif atas unsur kekuasaan kehakiman.

Meskipun pada asasnya hakim itu mandiri atau bebas, tetapi
kebebasan hakim itu tidaklah mutlak, karena dalam menjalankan tugasnya
hakim dibatasi oleh Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, peraturan perundang-undangan, ketertiban umum

dan kesusilaan.! Hakim secara fungsional merupakan tenaga inti

! Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, op.cit., halaman 51



penegakan hukum dalam menyelenggarakan proses peradilan. Parameter
mandiri atau tidaknya hakim dalam memeriksa perkara dapat dilihat dari
kemampuan dan kedibilitas hakim dalam menjaga integritas moral dan
komitmen kebebasan profesinya dalam menjalankan tugas dan
wewenangnya dari adanya campur tangan dari pihak lain dalam proses
peradilan. Apabila para hakim terpengaruh oleh campur tangan pihak-
pihak lain dalam menjalankan tugas dan wewenang yudisialnya, berarti
hakim tersebut kurang atau tidak mandiri. Sebaliknya, apabila hakim tidak
terpengaruh dan dapat tetap bersikap obyektif, meskipun banyak tekanan
psikologis dan intervensi dari pihak lain, maka hakim tersebut adalah
hakim yang memegang teguh kemandiriannya.

Kekuasaan kehakiman yang merdeka dan mandiri sebagaimana
dimaksud di atas tidak berarti bahwa hakim berhak untuk bertindak
sewenang-wenang dalam menjalankan tugasnya. Hakim tetap tunduk dan
terikat pada hukum.” Kekuasaan Kehakiman yang independen atau
mandiri itu pada hakekatnya tetap terikat dan dibatasi oleh rambu-rambu
tertentu. Mengingat pentingnya batas-batas kekuasaan kehakiman ini,
maka dalam konferensi International Commission of Jurists dinyatakan
bahwa "independence does not mean that the judge is entitled to act in an

arbitrary manner”.'® Batasan atau rambu-rambu yang harus diingat dan

2 0emar Seno Adji, Peradilan Bebas Negara Hukum, 1985, him. 46

B paulus Effendi Lotulung, “Kebebasan Hakim Dalam Sistim Penegakan Hukum”,

makalah disampaikan pada Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIIl, Denpasar, 14 -
18 Juli 2003



diperhatikan dalam implementasi independensi hakim tersebut terutama
adalah aturan-aturan hukum itu sendiri. Ketentuan-ketentuan hukum, baik
prosedural maupun substantif / materiil itu sendiri sudah merupakan
batasan bagi kekuasaan kehakiman agar dalam menerapkan
independensinya tidak melanggar hukum dan bertindak sewenang-
wenang. Hakim tetap tunduk pada hukum dan tidak dapat bertindak
“contra legem” atau bertentangan dengan undang-undang.
Jaminan independensi hakim harus :

1. Imparsial-independen
2. Objektif-berdasarkan kaidah hukum positif
3. Mematuhi aturan pros edural secara ketat.

Disamping itu, dalam menjalankan kemandirian kekuasaan
kehakiman ini, hakim wajib menaati norma-norma hukum yang telah
tercantum dalam undang-undang. Hakim juga dituntut untuk
memperhatikan norma-norma lain, yaitu normanorma etika-moral dan
bahkan norma agama demi tercapainya suatu penyelenggaraan proses
peradilan yang mandiri dan bebas. Oleh karena itu, profesi hakim juga
memerlukan Pedoman Perilaku (code of conduct) atau kode etk profesi
hakim yang mempunyai kekuatan mengikat bagi para anggotanya.
Pedoman Perilaku (code of conduct) atau kode etik profesi hakim ini
dibutuhkan agar nilai-nilai yang terdapat di dalam peraturan perundang-
undangan terinternalisasi pada diri seorang hakim. Nilainilai tersebut

mencakup beberapa hal sebagai berikut:
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1. Hakim dalam menjalankan tugasnya harus bebas, tetapi harus
menjunjung tinggi keadilan;

2. Hakim harus menjunjung tinggi nilai-nilai keterbukaan dan menemukan
hukum melalui metode interpretasi;

3. Hakim harus selalu mempertanggungjawabkan sikap dan tindakannya
baik secara vertikal (kepada Tuhan Yang Maha Esa) maupun secara
horizontal (kepada masyarakat);

4. Hakim harus bersedia menerima keberatan yang diajukan oleh pihak

yang diadili apabila meragukan obyektivitas hakim tersebut. **

Masalah kemudian timbul ketika para hakim di berbagai tingkat
peradilan di era reformasi ini mulai dipertanyakan integritas dan
kemandiriannya dalam memutus suatu perkara. Masalah tersebut
mengindikasikan bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam
penegakan hukum dan praktik peradilan di Indonesia. Berbagai
kekurangan tersebut setidak-tidaknya tercermin dari banyaknya kritik dan
berbagai bentuk ketidakpuasan masyarakat. Salah satu hal yang menjadi
sorotan masyarakat terkait dengan penegakan hukum dan praktik
peradilan di Indonesia ini adalah aparat peradilan dalam hal ini hakim.

Masyarakat menyandarkan harapan yang sangat besar bagi

terwujudnya sosok hakim Indonesia yang ideal, yaitu hakim yang benar

" Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia, Laporan Akhir Standar Disiplin

Profesi, Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia, Jakarta, 2003, halaman 38
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benar memiliki integritas, akuntabilitas®® dan profesionalisme, sehingga
tindakan dan tingkah lakunya senantiasa menunjukkan ketidakberpihakan
(impartiality), memiliki integritas moral, serta memiliki kemampuan
memberikan putusan yang baik. Jika dikaji lebih mendalam adalah
kewajiban hakim untuk mengangkat citra dan wibawanya melalui perilaku
yang baik dalam memberikan keadilan dan kepastian serta perlindungan
hukum yang dibutuhkan masyarakat pencari keadilan, maka dengan
demikian hakim telah memberikan kontribusi positif dalam penegakan
hukum dalam rangka terwujudnya supremasi hukum dan peradilan yang
berwibawa di Indonesia. Hal ini berarti bahwa keberhasilan seorang hakim
dalam menegakkan hukum, sangat ditentukan oleh integritas dan
intelektualitas yang baik, akan menghasilkan putusan yang baik pula

dengan bersandar pada prinsip rule of law.

B Independensi kekuasaan kehakiman diikat pula oleh pertanggungjawaban atau

akuntabilitas, yang kedua-duanya itu, independensi dan akuntabilitas, pada dasarnya
merupakan dua sisi mata uang yang saling melekat. Tidak ada kebebasan mutlak tanpa
tanggung jawab. Dengan perkataan lain, independensi hakim (independency of judiciary)
haruslah diimbangi dengan akuntabilitas peradilan (judicial accountability). Akuntabilitas
kekuasaan kehakiman memiliki berbagai bentuk dan mekanisme. Salah satu yang perlu
disadari adalah "social accountability” (pertanggungan jawab pada masyarakat), karena
pada dasarnya tugas kekuasaan kehakiman dalam hal ini badan peradilan adalah
memberikan pelayanan publik berupa keadilan bagi masyarakat pencari keadilan. Secara
teoretis, di samping social atau public accountability tersebut dikenal pula political
accountability / legal accountability of state, dan personal accountability of the judge. Sisi
lain dari rambu-rambu akuntabilitas tersebut adalah adanya integritas dan transparansi
dalam penyelenggaraan dan proses memberikan keadilan kepada masyarakat, hal mana
harus diwujudkan dalam bentuk publikasi putusanputusan pengadilan serta akses
publik, sehingga masyarakat menjadi lebih mudah untuk mengetahui dan membahas
putusan-putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Sehingga, putusan-
putusan tersebut dapat menjadi obyek kajian hukum ddam komunitas hukum.
Konsekuensi lebih lanjut dari adanya akuntabilitas tersebut adalah adanya pengawasan
atau kontrol terhadap kinerja badan-badan peradilan baik mengenai jalannya peradilan
termasuk perilaku para hakim, agar kemandirian dan kebebasan keku asaan kehakiman
tidak disalahgunakan sehingga dikawatirkan dapat menjadi tirani kekuasaan kehakiman.



Akan tetapi, sosok hakim ideal Indonesia yang diharapkan semua
pihak sebagaimana terurai di atas, masih jauh dari harapan. Hal ini
tercermin dari banyaknya kritik dan berbagai bentuk ketidakpuasan
masyarakat terhadap kinerja aparat peradilan dalam hal ini hakim. Fakta
menunjukkan bahwa ketika bangsa Indonesia tengah dihadapkan pada
masalah krisis ekonomi dan kondisi korupsi sistemik,'® pengadilan, yang
sering dianggap sebagai benteng terakhir keadilan justru mengalami
krisis. Krisis di dalam dunia peradilan di Indonesia ini tergambar dari
berbagai cerita atau berita yang setiap saat selalu muncul mengenai
praktik peradilan yang tidak memuaskan. Berita-berita mengenai mafia
peradilan,'’  suap-menyuap pada setiap langkah dalam proses

peradilan,’® hakim-hakim yang tidak menjalankan tata cara pemeriksaan

16 Begitu tingginya tingkat korupsi di Indonesia, sehingga dalam laporan mengenai

Bureaucratic and Judiciary Bribery terlihat bahwa penyuapan di Indonesia adalah yang
paling tinggi di antara negara-negara Ukraina, Venezuela, Rusia, Kolumbia,Mesir,
Yordania, Turki, Malaysia, Brunei, Afrika Selatan, Singapura, dan laindain. Lihat Daniel
Kaufmann, Governence and Corruption: new Empirical Fronties for Program Design
(1998) dalam T. Mulya Lubis, “Reformasi Hukum Anti-Korupsi”’, Makalah dalam
Konferensi Menuju Indonesia yang Bebas Korupsi, Depok, 18 September 1998

" Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui penggeledahan pada tanggal 20
September 2005 telah menangkap seorang mantan hakim tinggi, Harini Wijoso, dan lima
pegawai Mahkamah Agung serta menyita uang 400.000 ribu dolar AS dan Rp 800 juta
dari mereka. Uang tersebut diberikan Harini Wijoso untuk mengurus perkara tingkat
kasasi sehubungan dengan kasus Probosutedjo (adik tiri mantan Presiden Soeharto).
Kasus ini telah menyeret nama Ketua Mahkamah Agug, Bagir Manan. Selengkapnya,
periksa: Ombudsman, “Probo Vs Bagir: Potret Korupsi di Mahkamah Agung”, November-
Desember 2005, him. 12-13

® pada tanggal 16 Juni 2005, Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap

pengacara Abdullah Puteh, Tengku Syaifuddin Popon di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta
ketika sedang melakukan transasksi dengan Wakil Panitera Pengadilan Tinggi DKI
Jakarta, Syamsu Rizal Ramadhan. Transaksi yang dilakukan Popon terkait dengan
proses banding kasus korupsi yang dilakukan oleh Abdullah Puteh.
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dengan benar dan lain-lain hampir dapat dijumpai setiap hari. Kondisi
krisis yang terjadi di lingkungan pengadilan ini menyebabkan masyarakat
kurang memberikan penghargaan pada lembaga pengadilan serta tugas
atau kinerja hakim. Kritik yang dilontarkan berbagai kalangan terhadap
badan peradilan®® di Indonesia pun bahkan telah menjurus ke arah kritik
yang tidak sehat, yang menempatkan pengadilan pada posisi terpuruk di
mata masyarakat.2° Bahkan, proses peradilan di berbagai daerah menjadi
terhambat karena demonstrasi yang menekan majelis hakim untuk
mengikuti kehendak para demonstran, demonstrasi mana hampir selalu
disertai dengan perusakan kantor atau peralatan kantor.

Lebih jauh lagi, berbagai bentuk pelanggaran kode etik hakim pun
masih terus terjadi dari waktu ke waktu dan menjadi sorotan masyarakat.
Dalam kurun waktu antara tahun 1982-1992, misalnya, berhasil diungkap
266 hakim yang terlibat penyelewengan. Bahkan, menurut Zaenal Asikin
Kusumahatmaja, hampir separuh dari tiga ribu hakim di Indonesia berbuat
tidak benar.”* Sedangkan, berdasarkan data yang pernah dikeluarkan oleh

Irjen Departemen Kehakiman Republik Indonesia pada tahun 1997, dalam

¥ Kata peradilan terdiri atas kata dasar ‘adil’ dan mendapatkan awalan ‘per’ serta

akhiran ‘an’ berarti segala sesuatu yang bertalian dengan pengadilan. Peng adilan di sini
bukanlah diartikan semata-mata sebagai badan yang mengadili, melainkan sebagai
pengertian yang abstrak, yaitu ‘hal memberikan keadilan’. Hal yang memberikan keadilan
berarti, yang bertalian dengan tugas badan pengadilan atau hakim dalam memberi
keadilan, yaitu memberikan kepada yang bersangkutan, kongkritnya kepada yang mohon
keadilan apa yang menjadi haknya atau apa hukumnya

0 Satjipto Rahardjo, “Penegakan Hukum Didorong ke Jalur Lambat”, Kompas, 19
Juli 1999, h alaman 4

! Kompas, 4 Desember 1997
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kurun waktu tersebut telah terjadi 4 (empat) orang hakim melakukan
pungutan liar, 8 (delapan) orang hakim disuap, 2 (dua) orang hakim
menerima hadiah, 21 orang hakim melakukan penyalahgunaan
wewenang, 5 (lima) orang hakim lalai melakukan tugas, 7 (tujuh) orang
hakim melanggar tata tertib kepegawaian, 23 orang hakim melakukan
perbuatan pribadi tercela, dan 1 (satu) orang hakim hidup bersama.?
Jumlah yang melakukan penyimpangan selama kurun waktu 7 (tujuh)
tahun berarti hanya 71 orang. Apabila dibandingkan dengan jumlah
penyimpangan yang dilakukan pada kurun waktu 1982-1992, hal ini berarti
bahwa Departemen Kehakiman telah berhasil menekan jumlah
penyimpangan di lingkungan pengadilan. Namun, ternyata kondisi
tersebut tidak terlihat dalam praktek di lapangan. Karena kenyataan di
lapangan menunjukkan bahwa praktek korupsi justru semakin meningkat
dari segi kuantitas maupun kualitas.

Data serupa juga diungkapkan oleh Ketua Muda Pengawasan
Mahkamah Agung, Djoko Sarwoko SH, bahwa sekitar 90 persen hakim di
Indonesia korup dan cenderung untuk memproyekkan perkara.?®
Pernyataan di atas cukup mengejutkan, bukan karena rakyat Indonesia
tidak mengetahui adanya praktik korupsi di lembaga peradilan, melainkan

karena pernyataan atau data tersebut diungkapkan oleh pejabat tinggi

2 Kompas, 4 Desember 1997

2 Jawa Pos, 6 Desember 2007. Dapat pula diakses di

http://wordpress.com/tag/hakim/feed/
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yang mengetahui secara pasti situasi badan peradilan di Indonesia dan
jumlahnya yang begitu besar hingga mencapai 90 persen?*

Sementara itu, data Komisi Yudisial mengungkapkan bahwa sejak
awal Komisi Yudisial berdiri, 2 Agustus 2005, Komisioner Komisi Yudisial
telah menerima pengaduan masyarakat. Pada saat itu, masyarakat
mengadukan putusan hakim tinggi Jawa Barat tentang Pilkada Depok.
Sampai dengan awal Desember 2007, jumlah pengaduan yang diterima
oleh Komisi Yudisial tercatat mencapai 3.120 pengaduan. Mayoritas
adalah laporan tentang putusan yang diterbitkan hakim yang dinilai tidak
adil. Besarnya angka tersebut menunjukkan adanya ekspektasi
masyarakat untuk mendapatkan perlindungan hukum pada lembaga yang
mengawasi proses peradilan, khususnya pelaksana kekuasaan
kehakiman. Pengaduan tersebut diterima dari berbagai wilayah di
Indonesia, mulai dari Aceh hingga Papua. Pelapornya pun beragam, mulai
dari menteri, pengacara, hingga masyarakat biasa.”

Data lainnya sebagaimana diungkapkan oleh Ketua Badan
Pengawasan Mahkamah Agung menunjukkan bahwa dalam waktu satu
tahun mulai bulan Agustus 2005 hingga Agustus 2006 telah terdapat
enam hakim yang diberhentikan sementara oleh Mahkamah Agung.

Hakim-hakim tersebut diberhentikan karena melakukan pelanggaran etika

# Pernyataan Djoko Sarwoko itu diungkapkan di hadapan seluruh hakim dan

panitera Pengadilan Negeri Semarang saat melakukan inspeksi. Inspeksi dilakukan

Djoko usai membuka Rakerda MA. Pernyataan tersebut mengacu pada pengalamannya
selama sekian tahun, baik sebagai hakim maupun pejabat Mhkamah Agung.

® Koran Sindo, Senin, 7 Januari 2008
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profesional dan disiplin. Enam hakim yang diberhentikan sementara
tersebut terdiri atas satu hakim tingkat pengadilan pertama dan lima hakim
tingkat banding. Sedangkan, keseluruhan aparat peradilan yang terkena
sanksi Mahkamah Agung berjumlah 43 orang, terdiri dari enam orang
hakim dan selebihnya adalah panitera pengganti dan pejabat struktural,
mulai dari tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, hingga
Mahkamah Agung. Satu hakim di pengadilan tingkat pertama yang dijatuhi
sanksi adalah hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Herman
Allositandi, yang telah divonis 4,5 tahun penjara dalam perkara
pemerasan terhadap saksi kasus korupsi dana Jamsostek. Panitera
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jimmy Lumanauw, yang terlibat
dalam perkara pemerasan bersama dengan Herman juga dijatuhi sanksi
pemberhentian sementara. Sanksi yang dijatuhkan kepada 43 orang di
lingkungan peradilan di seluruh Indonesia tersebut merupakan hasil kerja
pengawasan internal Mahkamah Agung antara bulan Agustus 2005
hingga Agustus 2006.2°

Keterpurukan citra pengadilan sebagaimana terungkap dari berbagai
data di atas sesungguhnya bertentangan dengan fitrah keberadaan
lembaga pengadilan sebagai salah satu sarana untuk menyelesaikan

konflik hukum atau sebagai “benteng keadilan.”?’ Secara teoretis

% Jawa Pos, 6 September 2006

" Suatu kondisi yang agak lain terjadi di Korea, sebagaimana ditulis oleh Satjipto

Rahardjo:"Kehadiran pengadilan modern di tengah-tengah masyarakat Korea merupakan
suatu ganjalan karena konsep serta doktrin yang dipakai oleh pengadilan modern itu
tidak sesuai dengan kultur Korea. Oleh karena itu tidak akan muncul hakim-hakim besar
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keberadaan pengadilan merupakan suatu lembaga yang berfungsi
mengkoordinasikan sengketa-sengketa yang terjadi dalam masyarakat,
dan merupakan ‘rumah pengayom’ bagi masyarakat pencari keadilan,
yang mempercayai jalur litigasi; serta dianggap sebagai ‘perusahaan
keadilan’ yang mampu mengelola sengketa dan mengeluarkan produk
keadilan®® yang bisa diterima oleh semua masyarakat. Sehingga,
sebenarnya tugas dan fungsi pengadilan tidak sekedar menyelesaikan
sengketa, tetapi lebih dari itu juga menjamin suatu bentuk ketertiban
umum dalam masyarakat. Berdasarkan hal inilah maka beberapa pakar
memberi tempat yang terhormat pada pengadilan. R. Dworkin, misalnya,
menyatakan bahwa the courts are the capital of law’s empire (Pengadilan
adalah pusat dari imperium hukum), bahkan menurut J.P. Dawson,”
hakim merupakan anggota masyarakat setempat yang terkemuka dan

terhormat. Bahkan, JR. Spencer menyebutkan, putusan yang dijatuhkan

di negara tersebut, karena filsafat, konsep, dan ukuran tentang hakim dan pengadilan
bagi bangsa Korea adalah berbeda dengan yang umum dikenal dalam sistem modern.”
Lihat dalam: SatjiptoRahardjo, “Sosiologi Hukum”, Kompas, 10 Januari 1992, him. 4

% Menurut Satjipto Rahardjo, Keadilan memang barang yang abstrak dan oleh
karena itu perburuan terhadap keadilan merupakan usaha yang berat dan melelahkan.
Lihat Satjipto Rahardjo, “Tidak Menjadi Tawanan Undang-Undang”, Kompas, 24 Mei
2000. Sedangkan menurut Clarence Darrow, “There is no such thing as justice. In fact,
the word cannot be defined”, Lihat dalam Gerry Spence, With Justice for None, New
York, Penguin Book, 1989, him. 5

# John P. Dawson, “Peranan Hakim di Amerika Serikat,” dalam Harold J Berman,

Ceramah-Ceramah Tentang Hukum Amerika Serikat terjemahan Gregory Churchill,
Jakarta, PT.Tatanusa, 1996, him.2
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pengadilan diibaratkan seperti “putusan Tuhan” atau ‘the judgment was

that of god”.*

Terpuruknya kondisi dan citra lembaga peradilan sebagaimana
tergambar di atas juga menunjukkan bahwa sejauh ini, di Indonesia, misi
agung untuk memberikan kedudukan yang terhormat bagi pengadilan dan
hakim masih belum terwujud. Masyarakat pun menjadi kurang
memberikan penghargaan pada lembaga pengadilan serta tugas atau
kinerja hakim, sehingga cita-cita mewujudkan lembaga pengadilan yang
berwibawa pun menjadi sulit dicapai.

Berbagai fakta di atas menunjukkan bahwa citra dan wibawa hakim
maupun lembaga peradilan di Indonesia pada dewasa ini telah demikian
terpuruk. Hal ini semestinya tidak boleh dibiarkan begitu saja oleh
Mahkamah Agung sebagai lembaga yang berwenang mengawasi jalannya
peradilan di semua lingkungan peradilan di Indonesia.

Hal di atas juga berarti bahwa sudah saatnya Indonesia memiliki
peraturan yang mengatur perilaku hakim. Kode etik hakim sesungguhnya
sudah dikenal lama, yang tercermin dalam lambang hakim, baik hakim
Pengadilan Negeri, Hakim Pengadilan Tinggi maupun Hakim Agung, yaitu

yang dikenal sebagai Panca Darma, yang menggambarkan sifat hakim

¥ IR Spencer, Jackson’s Machinery of Justice, Cambridge University Press,
1989, him.19. Lihat juga Harold J. Berman. “Segi-segi Filosofis Hukum Amerika”. Harrold
J. Berman, Ceramah-Ceramah Tentang Hukum Amerika Serikat penterjemah Gregory
Churchil, PT.Tatanusa, 1996, h.271
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(yang diharapkan), yaitu Kartika (bintang), Cakra (senjata pamungkas),
Candra (bulan), Sari (bunga) dan Tirta (air). Kartika bersifat percaya dan
takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan
kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan
beradab. Cakra bersifat mampu memusnahkan segala kebatilan,
kezaliman dan Kketidakadilan. Candra memiliki sifat bijaksana dan
berwibawa. Sari yaitu berbudi luhur dan berkelakuan tidak tercela dan
Tirta bersifat jujur.

Namun demikian, berbagai data tentang pelanggaran Kode Etik
hakim sebagaimana terurai di atas menunjukkan bahwa selama ini Kode
Etik Hakim tersebut hanya berupa lambang semata-mata, tidak
dilaksanakan, tidak dihayati. Baru pada tanggal 30 Maret 2001 dalam
Musyawarah Nasional IKAHI XIII Kode Etik Hakim di atas diputuskan dan
diresmikan sebagai Kode Etik Profesi Hakim. Di samping itu dalam
Musyawarah Nasional IKAHI XIII tersebut juga telah dibentuk Komisi
Kehormatan Profesi hakim, suatu organ yang melekat dengan adanya
Kode Etik Hakim.

Namun, hingga saat ini, upaya menjaga atau meningkatkan perilaku
hakim di tengah-tengah merajalelanya korupsi melalui pembentukan dan
penegakan Kode Etik Hakim tersebut terlihat tidak mencapai sasaran
maupun hasil sebagaimana yang diharapkan. Terbukti bahwa sekalipun

sudah ada sjumlah hakim dan aparat peradilan lainnya yang dijatuhi
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sanksi maupun hukuman, tetapi yang tidak tertangkap atau tidak diketahui
diyakini masih banyak.

Kondisi peradilan yang memprihatinkan sebagaimana terurai dan
tergambar di atas menunjukkan pula bahwa saat ini Indonesia
membutuhkan Kode Etik Hakim yang dihayati dan dilaksanakan oleh para
hakim dan dapat dipaksakan pelaksanaannya. Kode Etik Hakim yang ada
selama ini seakan-akan tidak mampu untuk mengatur hakim dan tidak
dapat dipaksakan pelaksanaannya, sehingga korupsi di kalangan hakim
tumbuh subur. Alat pemaksanya terkesan kurang tegas dan berani.
Sehingga, Indonesia membutuhkan suatu bentuk Kode Etik hakim yang
baik dan handal dengan daya paksa yang lebih kuat serta mengikat.

Terhadap hal tersebut sesungguhnya berbagai pihak telah
menyampaikan format Kode Etik maupun pengawasan terhadap hakim.
Mahkamah Agung, misalnya, sebagai penyelenggara kekuasaan
kehakiman sekaligus dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan
dan pembinaan bagi para hakim dan aparat peradilan lainnya telah
menyusun pedoman perilaku aparat peradilan serta Kode Etik Hakim yang
telah dirumuskan dalam Musyawarah Nasional IKAHI. **

Masih banyaknya pelanggaran terhadap Kode Etik hakim yang telah
ada selama ini mengindikasikan bahwa Kode Etik Hakim yang telah
dirumuskan oleh Mahkamah Agung tersebut perlu diperbaiki atau pun

dimodifikasi, baik substansi maupun sistematikanya, sehingga menjadi

%' pedoman Perilaku Hakim (Code of Conduct): Kode Etik Hakim dan Makalah

Berkaitan, Mahkamah Agung RI, Jakarta 2006
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lebih jelas dan tegas serta memiliki daya paksa yang kuat. Pembentukan
Pedoman Perilaku (Code of Conduct) yang jelas dan tegas serta memiliki
daya paksa yang kuat ini merupakan konsekuensi dari kewenangan yang
melekat pada jabatan hakim. Pedoman Perilaku (Code of Conduct)
tersebut nantinya akan menjadi panduan keutamaan moral bagi hakim,
baik dalam menjalankan tugas profesinya maupun dalam melakukan
hubungan kemasyarakatan di luar kedinasan. Hakim sebagai insan yang
memiliki kewajiban moral untuk berinteraksi dengan komunitas sosialnya,
juga terikat dengan norma-norma etika dan adaptasi kebiasaan yang
berlaku dalam tata pergaulan masyarakat.

Berdasarkan pertimbangan di atas, kajian ini secara khusus mengkaji
isu penelitian tentang pedoman perilaku hakim dikaitkan dengan upaya
mewujudkan pengadilan yang berwibawa di Indonesia. Untuk itu, kajian ini
hendak mengadakan studi pustaka dan perbandingan dengan Kode Etik
hakim di beberapa negara serta Kode Etik beberapa profesi yang lain,
seperti advokat, notaris dan sebagainya. Di samping itu dilakukan pula
kajian dan perbandingan Kode Etik hakim dalam sudut pandang agama,
baik Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu maupun Budha.
Melalui kajian dan perbandingan tersebut diharapkan dapat dihasilkan
berbagai rekomendasi yang dibutuhkan bagi upaya untuk membentuk
Kode Etik hakim yang ideal bagi Indonesia, sehingga upaya untuk

mewujudkan lembaga peradilan yang berwibawa di Indonesia.



B. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari uraian latar belakang di atas, maka terdapat tiga

masalah utama dan aktual yang perlu dibahas dalam kajian ini, yaitu:

1. Bagaimanakah eksistensi dan relevansi Pedoman Perilaku Hakim
dan lembaga pengawasan hakim di Indonesia?

2. Bagaimanakah pengaruh faktorfaktor eksternal dan internal
terhadap penegakan Pedoman Perilaku Hakim sebagai instrumen
pengawasan hakim di Indonesia?

3. Bagaimanakah prospek penerapan Pedoman Perilaku Hakim
sebagai instrumen pengawasan hakim dalam membangun

lembaga peradilan yang adil dan berwibawa?

C. Tujuan Penelitian
Sesuai dengan masalah-masalah penelitian yang telah dirumuskan di
atas dan agar penelitian ini menjadi kebih terarah secara jelas maka perlu
ditetapkan tujuan penelitian ini, sebagai berikut:
1. Untuk menganalisis relevansi serta eksistensi Pedoman Perilaku
Hakim dan lembaga pengawasan hakim di Indonesia;
2. Untuk menganalisis pengaruh faktor-faktor internal dan eksternal
terhadap penegakan Pedoman Perilaku Hakim sebagai instrumen
pengawasan hakim di Indonesia. Faktor internal dimaksud antara

lain meliputi kualitas pribadi dan psikologis hakim. Sedangkan,
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faktor eksternal dimaksud meliputi lingkungan dan budaya
masyarakat, dan,

3. Untuk menganalisis prospek penerapan Pedoman Perilaku hakim
sebagai instrumen pengawasan hakim dalam membangun

lembaga peradilan yang adil dan berwibawa di Indonesia.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu
pengetahuan di bidang hukum, terutama dalam upaya merumuskan
Pedoman Perilaku hakim yang ideal sebagai instrumen pengawasan
hakim di Indonesia dalam rangka membangun lembaga pengadilan yang
berwibawa. Secara khusus, penelitian ini dapat memberikan manfaat
manfaat sebagai berikut:

1. Identifikasi berbagai model Pedoman Perilaku Hakim dan
Lembaga Pengawasan Hakim yang ada di Indonesia beserta
fungsi, kewenangan serta mekanisme kerjanya. Melalui
identifikasi tersebut diharapkan dapat diketahui relevansinya
apabila dibandingkan dengan Pedoman Perilaku dan Lembaga
Pengawasan Hakim yang dianggap ideal dan dibutuhkan
Indonesia. Diharapkan pula dapat diberikan berbagai saran
atau rekomendasi terkait dengan upaya pembentukan Kode

Etik Hakim dan Lembaga Pengawasan Hakim yang ideal dan
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dibutuhkan Indonesia dalam rangka mewujudkan lembaga
peradilan yang adil dan berwibawa,;

2. ldentifikasi berbagai faktor eksternal dan internal beserta
pengaruhnya terhadap penegakan Pedoman Perilaku Hakim
sebagai instrumen pengawasan hakim di Indonesia, sehingga
melalui identifikasi tersebut dapat faktor-faktor eksternal dan
internal apa saja yang mempengaruhi penegakan pedoman
perilaku hakim sebagai instrumen pengawasan hakim di
Indonesia, sehingga dapat ditemukan solusi bagi efektivitas
penegakan pedoman perilaku hakim untuk mewujudkan
lembaga peradilan yang adil dan berwibawa;

3. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberi kontribusi
konkrit berupa pemikiran-pemikiran baru dan aktual yang dapat
dijadikan sebagai acuan bagi penerapan Pedoman Perilaku
hakim sebagai instrumen pengawasan hakim di Indonesia dalam
rangka membangun lembaga peradilan yang berwibawa di masa

mendatang.

E. Orisinalitas Penelitian
Penulis belum menemukan adanya disertasi lain yang memiliki

kesamaan dengan disertasi ini.



25

F. Definisi Istilah

Definisi istilah atau kerangka konsepsional merupakan kerangka
yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang
ingin atau akan diteliti. Untuk memperoleh gambaran dan pemahaman
serta persepsi yang sama tentang makna dan definisi konsep-konsep
yang dipergunakan dalam penelitian ini, maka akan dijabarkan pengertian

dan penjelasan tentang konsep-konsep tersebut sebagai berikut.

a. Pedoman Perilaku (Code of Conduct)

Black’s Law Dictionary mendefinisikan Pedoman Perilaku (Code of
Conduct) sebagai “A written sets of rules governing the behaviour of
specified groups, such as lawyers, government employees, or corporate
employees”.® Definisi tersebut setidak-tidaknya bermakna bahwa
Pedoman Perilaku atau Code of Conduct adalah serangkaian peraturan
tertulis yang mengatur perilaku kelompok-kelompok tertentu, dalam hal ini
hakim.

Justice RC. Lahoti, seorang Hakim Agung India, mendefinisikan etika

hakim atau judicial ethics sebagai berikut:*

2 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Cetakan I, Ul-Press, 1984,
halaman 132

® Bryan A. Garner (Ed.), Black’'s Law Dictionary, Seventh Edition, West Group, St.

Paul, Minnessotta, 1999, him. 250

¥ Justice RC. Lahoti, Canons of Judicial Ethics, Universal Law Publishing, New
Delhi, 2005, halaman 12
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“Judicial ethics are the basic principles of right action of the judges...it
consist or related to moral action, conduct, motive or character of

judges; what is right or befitting for them ”

Dalam definisi tersebut, terkandung maksud bahwa etika hakim atau
judicial ethics adalah prinsip-prinsip dasar tentang tindakan yang dianggap
benar bagi para hakim, yang di dalamnya tercakup atau terkait dengan

tindakan moral, perilaku, motif atau karakter hakim; apa yang dianggap
benar dan patut bagi hakim.

Berdasarkan definisi di atas, maka dalam merumuskan atau
membentuk suatu kode etika hakim ini terdapat dua isu pokok yang harus
tercakup di dalamnya, yaitu: (i) identifikasi standarstandar yang harus
dipegang teguh oleh segenap insan hakim; dan (ii) mekanisme formal dan
informal untuk menjamin bahwa standar-standar tersebut dipatuhi dan
dihormati.

Terhadap isu pokok yang pertama, yaitu identifikasi standar-standar
yang harus dipegang teguh oleh hakim, penting karena standar-standar
tersebut merupakan pedoman bagi hakim dalam bertingkah bku, baik di
dalam kedinasan maupun di luar kedinasan. Hakim sebagai pelaksana inti
yang secara fungsional melaksanakan kekuasaan kehakiman adalah
determinan dalam penegakkan hukum dan keadilan. Selain itu,
diterimanya otoritas pengadilan oleh publik dan integritas lembaga
peradilan adalah sangat ditentukan oleh sosok hakimnya. Setiap tindakan

dan perkataan yang diucapkan maupun ditulis oleh seorang hakim
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haruslah mencerminkan rasa hormat pada lembaga peradilan, karena
pada sosok hakimlah integritas serta lepercayaan publik pada lembaga
peradilan dipertaruhkan. Apabila hakim memiliki integritas yang tinggi,
maka lembaga peradilan juga akan memiliki integritas yang tinggi pula
sekaligus memiliki wibawa dan dipercaya oleh publik. Sebagaimana
dikemukakan oleh hakim agung Alexander Hamilton bahwa:®
“The greatest strenght of the judiciary is the faith of the people in it.
Faith, confidence and acceptability cannot be commanded; they have
to be earned. And, that can be done only by developing the inner
strenght of morality and ethics”.
(Kekuatan terbesar lembaga peradilan terletak pada kepercayaan
masyarakat kepadanya. Kepercayaan, keyakinan dan akseptabilitas
itu tidak dapat diminta / diperintahkan; melainkan harus
diperjuangkan. Dan, hal itu hanya dapat dilakukan dengan
membangun kekuatan dari dalam, yaitu moralitas dan etika).
Sedangkan, dalam Pedoman Perilaku Hakim (PPH) yang diterbitkan
oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pedoman Perilaku (Code of
Conduct) atau Pedoman Perilaku Hakim dimaknai sebagai panduan
keutamaan moral bagi Hakim, baik dalam menjalankan tugas profesinya
maupun dalam melakukan hubungan kemasyarakatan di luar
kedinasan*® Panduan ini dipandang perlu karena hakim sebagai insan

yang memiliki kewajiban moral untuk berinteraksi dengan komunitas

sosialnya juga terikat dengan norma—norma etika dan adaptasi kebiasaan

® Pernyataan Alexander Hamilton sebagaimana dikutip dalam Justice RC. Lahoti,

ibid., halaman 14

% Pperiksa Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 104 A/SK/XI1/2006,
tanggal 22 Desember 2006 tentang Pedoman Perilaku Hakim
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yang berlaku dalam tata pergaulan masyarakat. Selanjutnya, dalam

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pedoman Perilaku dimaknai sebagai:

() kumpulan peraturan yang bersistem; (i) kumpulan prinsip yang

bersistem; dan (iii) norma dan asas yang diterima oleh kelompok tertentu

sebagai landasan tingkah laku*’

Selain dari pandangan-pandangan di atas, terdapat pula pandangan-

pandangan yang mengidentikkan Pedoman Perilaku dengan kode etik,

yaitu sebagai berikut:

0.
(ii).

(iii).

“Kode etik adalah kumpulan asas atau nilai moral™®,

“Kode etik adalah norma dan asas yang diterima kelompok tertentu
sebagai landasan tingkah laku™®,

“Etika Profesi adalah rasa wajib dan kesanggupan yang timbul dari
nurani dan akalbudi untuk secara seksama berupaya memenuhi
kebutuhan pelayanan professional dengan kesungguhan,

kecermatan dan pengerahan keahlian / kemahiran berkeilmuan

dalam rangka pelaksanaan kewajiban masyarakat sebagai

s Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga,

Penerbit Balai Pustaka, 2003, him. 578

BEY. Kanter, Etika Profesi Hukum: Sebuah Pendekatan Sosio-Religius, Cetakan

I, Penerbit Storia Grafika, Jakarta, 1995, halaman 12

*Tim Penyusun Kamus Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cetakan |, Edisi

I, Balai Pustaka, Jakarta, 2001, halaman 309
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keseluruhan terhadap para warga masyarakat yang

membutuhkannya™®

Berdasarkan definisidefinisi konseptual tersebut di atas, dapatlah
diketahui bahwa sejatinya Pedoman Perilaku (Code of Conduct)
merupakan sekumpulan peraturan tertulis yang berisi norma-norma dan
asas-asas yang diterima oleh kelompok tertentu sebagai landasan
bertingkah laku. Sehingga, bagi hakim, Pedoman Perilaku (Code of
Conduct) bermakna sebagai sekumpulan peraturan tertulis yang berisikan
norma-norma dan asas-asas yang menjadi landasan bagi para hakim
dalam bertingkah laku. Definisi konseptual inilah yang digunakan dan

diikuti dalam kajian ini.

b. Instrumen

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan ‘instrumen” sebagai
“alat yang dipakai untuk mengerjakan sesuatu”.* Sehingga, berdasarkan
definisi tersebut, “instrumen pengawasan” yang dimaksud dalam kajian ini
berarti alat yang dipakai untuk melakukan pengawasan terhadap hakim
untuk membangun pengadilan yang adil dan berwibawa. Kemudian, alat

dimaksud menunjuk pada Pedoman Perilaku (Code of Conduct) Hakim.

“© B, Arief Sidharta, Etika Profesi dan Profesi Hukum Yang Sehat, PRO Justitia,

Edisi April, 1989

! Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi
Ketiga, Penerbit Balai Pustaka, 2003, him. 437



c. Pengawasan
Kata “"pengawasan“ dapat dimaknai sebagai suatu proses
pemantauan, pemeriksaan dan evaluasi yang dilakukan secara berdaya
dan berhasil guna oleh pimpinan unit / organisasi kerja terhadap fungsi
semua komponen untuk mewujudkan kinerja yang baik di lingkungan
masing-masing, agar secara terus menerus berfungsi secara maksimal
dalam melaksanakan tugas pokok yang terarah pada pencapaian tujuan
yang telah dirumuskan sebelumnya. Melalui pengawasan ini dilakukan
pengukuran dengan membandingkan antara apa yang seharusnya dicapai
dengan hasil yang sebenarnya telah dicapai.
Secara teoritis pengawasan memiliki esensi sebagai berikut:
1. Menjamin  ketepatan pelaksanaan sesuai dengan rencana
kebijaksanaan dan perintah;
2. Menertibkan koordinasi kegiatan-kegiatan;
3. Mencegah pemborosan dan penyelewengan;
4. Menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat atas pelayanan atau jasa
yang dihasilkan;
5. Membina kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan organisasi

(dalam hal ini lembaga peradilan).*

2 George R.Terry, Prinsip-Prinsip Manajemen, PT.Bumi Aksara, Jakarta, 200 3,
him. 7
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d. Hakim

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 104 A/SK/XII/2006,
tanggal 22 Desember 2006 tentang Pedoman Perilaku Hakim
mendefinisikan “hakim” sebagai seluruh hakim, termasuk hakim ad hoc
pada semua lingkungan badan peradilan dan semua tingkatan peradilan.
Namun kemudian, Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
No. 005/PUU-1V/2006 tanggal 23 Agustus 2006 memberikan batasan lebih
jauh, yaitu bahwa hakim Mahkamah Konstitusi tidak termasuk dalam
makna “hakim”. Di dalam Undang-undang No. 22 Tahun 2004 tentang

Komisi Yudisial dengan mengacu pada pasal 13 huruf b dan pasal 21
serta ketentuan di dalam pasal 23 bahwa yang dimaksud dengan hakim
itu adalah hakim dalam lingkungan Mahkamah Agung dan badan-badan

peradilan di bawahnya termasuk hakim pada Mahkamah Konstitusi.

e. Wibawa Pengadilan

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan kata "wibawa”
sebagai "pembawaan untuk dapat menguasai dan mempengaruhi,
dihormati orang lain melalui sikap dan tingkah laku yang mengandung
kepemimpinan dan penuh daya tarik”. Selanjutnya, kata "berwibawa”
dimaknai sebagai "mempunyai wibawa sehingga disegani dan dipatuhi”.
Berdasarkan definisi yang diberikan dalam Kamus Besar Bahasa
Indonesia di atas, yang dimaksud dengan “membangun wibawa

pengadilan” dalam kajian ini adalah suatu upaya yang dilakukan untuk
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menjadikan lembaga pengadilan sebagai sebuah lembaga yang dihormati
melalui sikap dan tingkah laku luhur para hakim, sehingga pengadilan

menjadi dihormati dan disegani masyarakat.

G. Tinjauan Pustaka

Kajian ini pada prinsipnya mengkaji tentang penerapan Pedoman
Perilaku (Code of Conduct) sebagai instrumen pengawasan bagi hakim
untuk membangun lembaga pengadilan yang berwibawa. Terhadap fokus
kajian tersebut, terdapat empat teori hukum yang dinilai relevan untuk
digunakan sebagai landasan teoretis untuk menganalisis permasalahan-
permasalahan penelitian yang hendak dikaji. Landasan teoretis yang
digunakan dalam kajian ini terdiri atas Teori Negara Hukum sebagai grand
theory, Teori Realisme Hukum dan Teori Etika sebagai middle range
theory, dan Teori Pengawasan sebagai applied theory.

Keempat landasan teoretis tersebut tergambar dalam Kerangka

Berpikir sebagai berikut:



UU No.

UUDNRI 1945

4/2004

UU No. 22/2004

A,

y

Pedoman
Code of

Perilaku /
Conduct

(Variabel Independen)

A 4

A

y

A

EKSISTENSI
- Sifat

- Tujuan

- Mekan

IMPLEMENTASI

- Kelembagaan

isme

PROSPEK
PENERAPAN

- Penghargaan

- Sanksi

y

Kepercayaan Masyarakat Kepada Pengadilan

(Variabel Dependen)

A

y

PENGADILAN YANG BERWIBAWA

y

NEGARA HUKUM




Lebih jauh lagi, keempat landasan teoiitis yang digunakan dalam

kajian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Teori Negara Hukum

Dalam kepustakaan Indonesia, istilah negara hukum merupakan
terjemahan langsung dari rechtsstaat.*® Selain itu juga negara hukum
disamakan artinya dengan rule of law. Namun, dalam kenyataannya,
terjadi perbedaan pendapat di antara para pakar tentang ketiga istilah
tersebut. Ada yang menganggap bahwa istilah negara hukum sama
artinya dengan rechtsstaat dan rule of law, namun di lain pihak ada juga
yang menganggap bahwa istilah negara hukum tidak dapat dipersamakan
dengan istilah rechtsstaat dan rule of law.

Pakar yang menganggap bahwa ketiga istilah tersebut sama adalah
antara lain Notohamidjojo, Djokosoetono, Muh. Yamin, Ismail Sunny,
Sudargo Gautama, dan Sumrah. Sedangkan, yang menganggap berbeda
salah satunya adalah Philipus M. Hadjon. Hadjon bahkan membedakan
antara rechtsstaat dan rule of law berdasarkan latar belakang dan sistem
hukum yang menopang kedua istilah tersebut. Menurut Hadjon, konsep
rechtsstaat lahir dari suatu perjuangan menentang absolutisme sehingga
sifatnya revolusioner. Sebaliknya konsep rule of law berkembang secara

evolusioner. Konsep rechtsstaat bertumpu pada sistem hukum kontinental

“ Azhary, Negara Hukum Indonesia: Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur
Unsurnya, Ul-Press, Jakarta 1995, him. 30



yang disebut civil law, sedangkan konsep rule of law bertumpu pada
sistem hukum common law.** Apabila melihat unsur dari ketiga istilah
tersebut, maka terlihat persamaan semangat diantara ketiganya, yaitu
menginginkan dilakukannya pembatasan kekuasaan sehingga tidak terjadi
kesewenang-wenangan, terjaminnya hak asasi manusia, dan terjaminnya
suatu peradilan yang bebas dan mandiri. Oleh larena alasan tersebut,
maka pada hakikatnya ketiga istilah itu dapat dipersamakan.

Apabila dicermati, teori negara berdasarkan hukum secara esensi
bermakna bahwa hukum adalah ‘supreme’ dan kewajiban bagi setiap
penyelenggara negara atau pemerintahan untuk tunduk pada hukum
(subject to the law). Tidak ada kekuasaan di atas hukum (above the law),
semuanya berada di bawah hukum (under the rule of law). Kedudukan
yang demikian ini bermakna bahwa tidak boleh ada kekuasaan yang
sewenang-wenang (arbitrary power) atau penyalahgunaan kekuasaan
(misuse of power).*®

Apabila dicermati lebih dalam lagi, pemikiran tentang negara hukum
telah melewati sebuah proses dan evolusi sejarah yang panjang, sehingga
untuk mengetahui lebih dalam perlu dikemukakan terlebih dahulu
bagaimana proses dan evolusi tersebut terjadi. Pada awalnya, cita negara

hukum dikembangkan dari hasil pemikiran Plato yang diteruskan oleh

“ Ipid., him. 30-33

* Sumali, Reduksi Kekuasaan Eksekutif di Bidang Peraturan Pengganti Undang-

Undang (PERPU), Malang, UMM Press, 2002, him. 11



Aristoteles.*® Plato merasa prihatin terhadap kondisi negaranya yang pada
saat itu dipimpin oleh orang-orang dengan kesewenang-wenangan. Plato
kemudian terdorong untuk menulis sebuah buku yang berjudul Politea.
Melalui bukunya tersebut, Plato berpendapat bahwa agar negara menjadi
baik, maka pemimpin negara harus diserahkan kepada filosof, sebab
filosof biasanya manusia bijaksana, menghargai kesusilaan dan
berpengetahuan tinggi. Namun hal ini tidak pernah dapat dilaksanakan,
karena hampir tidak mungkin mencari manusia yang sempurna, bebas
dari hawa nafsu dan kepentingan pribadi. Atas dasar itu, Plato kemudian
menulis buku keduanya yang berjudul Politicos. Plato mengatakan di
dalam buku keduanya ini bahwa perlu ada hukum untuk mengatur warga
negara, termasuk di dalamnya penguasa. Selanjutnya dalam bukunya
yang ketiga yang berjudul Nomoi (The Law), Plato mengemukakan idenya
bahwa penyelenggaraan pemerintah yang baik ialah yang diatur oleh
hukum.*

Aristoteles kemudian melanjutkan ide Plato ini. Menurut Aristoteles,
suatu negara yang baik adalah negara yang diperintah dengan konstitusi
dan berkedaulatan hukum. Pemikiran Aristoteles ini termuat dalam
bukunya yang berjudul Politica. Aristoteles juga mengemukakan bahwa
terdapat tiga unsur dari pemerintahan berkonstitusi, yaitu: pertama,

pemerintahan dilaksanakan untuk kepentingan umum; kedua,

“° Ellydar Chaidir, Hubungan Tata Kerja Presiden dan Wakil Presiden, Perspektif
Konstitusi, Yogyakarta, Ull Press, 2001, him. 21

" \bid., him. 22
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pemerintahan dilaksanakan menurut hukum yang berdasar ketentuan-
ketentuan umum, bukan hukum yang dibuat secara sewenang-wenang
yang mengenyampingkan konvensi dan konstitusi; dan, ketiga,
pemerintahan berkonstitusi berarti pemerintahan yang dilaksanakan atas
kehendak rakyat, bukan berupa paksaan-tekanan seperti yang
dilaksanakan pemerintahan despotis. Ketiga unsur yang dikemukakan
oleh Aristoteles ini dapat ditemukan di semua negara hukum. Dalam
bukunya, Politica, Aristoteles mengatakan sebagai berikut:

“Konstitusi merupakan penyusunan jabatan dalam suatu negara,
dan menentukan apa vyang dimaksudkan dengan badan
pemerintahan, dan apa akhir dari setiap masyarakat, konstitusi
merupakan aturan-aturan dan penguasa harus mengatur negara
menurut aturan-aturan tersebut” 48,

Ide tentang negara hukum yang dikembangkan oleh Plato dan
Aristoteles ini kemudian menghilang dan ditinggalkan orang. Namun,
kemudian, pemikiran tentang negara hukum kembali muncul di Barat pada
awal abad XVII. Timbulnya kembali pemikiran tentang negara hukum ini
disebabkan karena kondisi dan situasi yang kurang lebih sama dengan
kondisi dan situasi yang ada pada saat Plato dan Aristoteles
mengemukakan ide mereka tentang negara hukum, yaitu merupakan
reaksi terhadap kekuasaan yang absolut dan sewenang-wenang.

Pemikiran-pemikiran yang muncul pada abad XVII ini, merupakan embrio

8 Azhari, op. cit. hal. 21



konsep negara hukum yang berkembang di abad XIX melalui pemikiran-
pemikiran Locke, Montesquieu, Rousseau.

Locke pada intinya memiliki gagasan bahwa negara bertujuan
menjamin hak-hak asasi warga negara, penyelenggaraan negara
berdasarkan atas hukum, adanya pemisahan kekuasaan negara demi
kepentingan umum. Locke adalah orang pertama yang mengemukakan
pemikiran tentang pemisahan kekuasaan, supremasi dari kekuasaan
pembentuk undang-undang yang tergantung pada kepentingan rakyat.
Montesquieu adalah orang yang melanjutkan ide Locke tentang
pemisahan kekuasaan, namun ketiga kekuasaan itu haruslah seimbang.
Namun, Montesquieu tidak menggunakan kekuasaan federatif, tetapi
yudikatif. Sedangkan Rousseau, melalui teori kontrak sosialnya,
menyiratkan bahwa baik pembentukan lembaga maupun operasionalnya
ditentukan oleh hukum. Pemerintahan yang ditentukan menurut kemauan
hukum sama artinya dengan pemerintahan berdasar atas hukum.*°

Pengertian tentang negara hukum sangat banyak, tetapi sulit untuk
mencari rumusan yang sama, baik itu disebabkan perbedaan asas negara
hukum yang dianut maupun karena kondisi masyarakat dan zaman saat
perumusan negara hukum dicetuskan. Negara-negara Eropa Kontinental

dan Anglo-Saxon bahkan memberikan ciri yang berbeda mengenai negara

* Sobirin Malian, Gagasan Perlunya Konstitusi Baru Pengganti UUD 1945,

Yogyakarta: Ull Press, 2001, him. 30-36
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hukum tersebut. Adapun ciri-ciri negara hukum Eropa Kontinental

(rechtsstaat) menurut F.J. Stahl adalah sebagai berikut:

1.

2.

4.

Mengakui dan melindungi hak-hak asasi manusia;

Untuk melindungi hak asasi tersebut maka penyelenggaraan
negara harus berdasarkan pada trias politica;

Dalam menjalankan tugasnya, pemerintah berdasar atas
undang-undang (wetmatig bestuur);

Apabila dalam menjalankan tugasnya berdasarkan undang-
undang pemerintah masih melanggar hak asasi (campur tangan
pemerintah dalam kehidupan pribadi seseorang), maka ada

pengadilan administrasi yang akan menyelesaikannya.>®

Sedangkan ciri negara hukum Anglo Saxon (rule of law) menurut

A.V. Dicey adalah sebagai berikut:

1.

Supremacy of law, dalam arti tidak boleh ada kesewenang-
wenangan, sehingga seseorang hanya boleh dihukum jika
melanggar hukum.

Equality before the law, artinya kedudukan yang sama di depan
hukum.

Human rights, yakni terjaminnya hak asasi manusia oleh

undang-undang dan keputusan-keputusan pengadilan.®!

% Azhary, Op. cit.,, him. 46

51

Ibid., him. 42



Pada masa setelah Perang Dunia Il, konsep negara hukum formal
tersebut mendapat kritik karena dampaknya yang kapitalistik-eksploitatif,
seiring dengan berkembangnya sosialisme yang menginginkan
pembagian kesejahteraan secara merata. Maka, gagasan yang
membatasi pemerintah untuk mengurus kepentingan warganya bergeser
ke arah gagasan bahwa pemerintah harus proaktif untuk mewujudkan
kesejahteraan warganya pestuurzog). Ide ini dikenal dengan sebutan
welfare state (negara kesejahteraan) atau negara hukum material.

Konsekuensi dari negara kesejahteraan ini adalah pemberian
kewenangan yang luas kepada pemerintah dengan freies ermessen atau
pouvoir discretionnaire, yakni kewenangan untuk turut campur dalam
berbagai kegiatan masyarakat dengan cara-cara pengaturan, penetapan,
dan materiale daad. Namun, pada kenyataannya, penggunaan kekuasaan
ini tidak jarang menimbulkan masalah, misalnya tindakan sewenang-
wenang, penyalahgunaan wewenang, yang dampaknya justru merugikan
masyarakat. Oleh karena itu, konsep negara hukum dirumuskan kembali,
antara lain hasil dari International Commission of Jurist yang pada
konferensinya di Bangkok pada tahun 1965 mencirikan konsep negara
hukum yang dinamis atau negara hukum material sebagai berikut:

1. Perlindungan konstitusional, artinya, selain menjamin hak-hak

individu konstitusi harus pula menentukan cara prosedural untuk
memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dijamin;

2. Adanya badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak;
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3. Adanya pemilihan umum yang bebas;
4. Adanya kebebasan menyatakan pendapat;
5. Adanya kebebasan berserikat / berorganisasi dan beroposisi;

6. Adanya pendidikan kewarganegaraan.>?

Sementara itu, Mahfud MD ** menyimpulkan bahwa negara hukum
Indonesia merupakan sintesis dari konsep rechtsstaat, the rule of law,
negara hukum formal dan negara hukum materiil, yang kemudian diberi
nilai ke-Indonesia-an sebagai nilai spesifik, sehingga menjadi negara
hukum Pancasila.

Terkait dengan pandangan Mahfud M.D. di atas, Padmo Wahyono>
menyatakan bahwa konsep negara hukum Indonesia yang menyebut
rechtsstaat dalam tanda kurung®® memberi arti bahwa negara hukum
Indonesia mengambil pola secara tidak menyimpang dari pengertian
negara hukum pada umumnya (genusbegrip) yang kemudian disesuaikan

dengan keadaan spesifik Indonesia. Sedangkan, Sjachran Basah™

% Moh. Mahfud, MD, Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi, Gama Media, Yogyakarta

1999, him. 131-132

% Ibid., him. 138

> Ibid., him. 141

* Dalam Penjelasan Umum UUD 1945 sebelum amandemen, tentang Sistem
Pemerintahan Negara, pada angka | disebutkan bahwa “Indonesia, ialah negara yang
berdasarkan atas hukum (Rechtsstaat)”. Kemudian dalam uraiannya disebutkan bahwa
“Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (Rechtsstaat), tidak berdasarkan atas
kekuasaan belaka (Machtsstaa)

% Ibid., him. 142
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mengidentifikasi negara hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila
dengan mengajukan pendapat bahwa mengingat Pancasila dijabarkan di
dalam beberapa pasal Batang Tubuh UUD 1945, seperti Pasal 27, 28, 29,
30, dan 34, maka negara hukum Indonesia mengenal adanya hak dan
kewajiban asasi manusia, hak perorangan yang bukan hanya harus
diperhatikan tetapi juga harus ditegakkan dengan mengingat kepentingan
umum, menghormati hak orang lain, mengindahkan perlindungan /
kepentingan keselamatan bangsa, serta moral umum dan ketahanan
nasional berdasarkan undang-undang.

Ahmad Syahrizal dalam bukunya “Peradilan Konstitusi”®’
menguraikan Filosofi Negara Hukum meliputi pengertian, ketika Negara
melaksanakan kekuasaannya, maka Negara tunduk terhadap
pengawasan hukum. Artinya, ketika hukum eksis terhadap Negara, maka
kekuasaan Negara menjadi terkendali dan selanjutnya menjadi Negara
yang diselenggarakan berdasarkan ketentuan hukum tertulis atau tidak
tertulis (konvensi). Dalam paradigma Negara hukum konstitusional,
terdapat komitmen yang disebut oleh Juan Linz dengan self-binding
procedure, dalam sistem serupa ini pemerintah sangat terikat oleh tata
cara penggunaan kekuasaan yang diatur dalam Konstitusi. Di samping itu,
ciri utama pemerintahan konstitusional menghendaki hierarki peraturan

perundang-undangan yang jelas dan hanya dapat ditafsir oleh

kewenangan yudisial.

" Ahmad Syahrizal, Peradilan Konstitusi, PT. Pradnya Paramita, 2006



Lebih rinci lagi, seperti yang diuraikan oleh Philipus M. Hadjon,*®
negara hukum Indonesia berbeda dengan rechtsstaat dan the rule of law.
Rechtsstaat mengedepankan wetmatigheid yang kemudian menjadi
rechtmatigheid, the rule of law mengutamakan prinsip equality before the
law, sedangkan negara hukum Indonesia menghendaki keserasian
hubungan antara pemerintah dan rakyat yang mengedepankan asas
kerukunan. Menurut Hadjon, elemen-elemen penting negara hukum
Indonesia adalah:

1. Keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan

asas kerukunan;

2. Hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan-

kekuasaan Negara;

3. Penyelesaian sengketa secara musyawarah dan peradilan

merupakan sarana terakhir jika musyawarah gagal; dan,

4. Keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Sedangkan Azhary®® memberikan unsur-unsur dari negara hukum
Indonesia sebagai berikut:
1. Hukum bersumber pada Pancasila;

2. Kedaulatan rakyat;

% Ibid., him. 143

* Azhary, op. cit him. 144



3. Pemerintahan berdasar atas sistem konstitusi;

4. Persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;

5. Kekuasaan kehakiman yang bebas dari kekuasaan lainnya;

6. Pembentuk undang-undang Presiden bersamasama DPR; dan,

7. Sistem MPR.

2. Teori Realisme Hukum

Penganut Realisme Hukum berpandangan bahwa hukum merupakan
hasil dari kekuatan-kekuatan dan alat kontrol sosial. Kepribadian manusia,
lingkungan sosial, keadaan ekonomi, kepentingan bisnis, gagasan yang
sedang berlaku, emosi-emosi yang umum, semua hal ini adalah
pembentuk hukum dan hasil hukum dalam kehidupan. Penganut Realisme
Hukum juga menyimpulkan bahwa pengadilan merupakan unsur konstitutif
dalam konteks negara hukum. Posisi pengadilan sebagai pengemban
kekuasaan kehakiman di mana hakim merupakan pembentuk hukum
menjadi obyek kajian akademis yang menarik.

Dalam kepustakaan teori hukum, terdapat teori Realisme Hukum
yang berinduk pada pandangan empirisme dari David Hume. Pada
prinsipnya, empirisme menolak pengetahuan spekulatif yang hanya
mengandalkan penalaran logis ala rasionalisme abad ke-18.

Selain itu, dapat pula dikemukakan bahwa realisme hukum terbagi
atas dua aliran, yakni realisme hukum Amerika dan realisme hukum

Skandinavia. Realisme hukum Amerika menempatkan empirisme dalam



sentuhan pragmatisme, yakni sikap hidup yang menekankan aspek
manfaat dan kegunaan berdasarkan pengalaman. Salah satu eksponen
pendukung teori ini adalah Oliver Wendell Holmes (1841-1935). Bagi
Holmes, aturan-aturan hukum hanya merupakan satu faktor yang menjadi
pertimbangan untuk menghasilkan putusan-putusan hukum.®

Holmes adalah seorang Hakim Amerika Serikat terkemuka yang
dianggap sebagai salah seorang pembentuk mazhab realisme hukum.
Ajaran pokok mazhab tersebut berpangkal pada konsepsi bahwa dalam
proses yudisial, hakim bertanggung jawab dalam menyusun formulasi
hukum, daripada hanya menemukan hukum di dalam kitab-kitab hukum.®
Deskripsi Holmes mengenai prediksi putusan yang dibuat oleh
pengadilan, menempatkan betapa pentingnya peranan hakim dan praktisi
hukum. Prediksi-prediksi itu harus dibangun berdasarkan aspek empiris,
daripada berdasarkan argumentasi logis yang deduktif sifatnya, seperti
ideologi. Menurut Holmes, yang mempengaruhi hakim dalam memutuskan
suatu perkara adalah:

1. Kaidah-kaidah hukum;

2. Moral hidup pribadi; dan,

3. Kepentingan sosial.*

® Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, dan Markus Y. Hage, Teori Hukum:
Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi, Surabaya: CV. Kita, 2006, him. 138

61 Soerjono Soekanto, Perspektif Teoritis Studi Hukum dalam Masyarakat, Jakarta,

CV. Rajawali, 1985, him. 28

% Antonius Cahyadi dan E. Fernando M. Manullang, Pengantar ke Filsafat Hukum,

Kencana Prenada Media, Jakarta, 2007, him. 162



3. Teori Etika Tingkah Laku

Kata “etika” yang secara etimologis berasal dari kata Yunani “ethos”,
harafiah berarti adat kebiasaan, watak, atau kelakukan manusia. Sebagai
suatu istilah yang cukup banyak dipakai dalam hidup sehari-hari, kata
tersebut memiliki arti yang lebih luas dari sekedar arti etimologis-harafiah.
Dalam pemakaian sehari-hari, sekurang-kurangnya dapat dibedakan 3
(tiga) arti kata etika. Arti pertama adalah sebagai “sistem nilai”. Kata
“etika” di sini berarti nilai-n